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ABSTRAK

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah instansi pemerintah yang
bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan
pengawasan jalan di suatu wilayah. PUTR Kabupaten Pesisir Selatan memiliki
peran dalam pelaksanaan perbaikan kerusakan jalan berdasarkan Perda Nomor 1
Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Sebagai instansi yang
menangani pembangunan infrastruktur dan penataan ruang, Rumusan masalah
dalam penelitian 1) Peranan Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan dalam
perbaikan jalan? 2)Kendala-kendala Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan
terhadap perbaikan fasilitas jalan? 3) Upaya Dinas PUTR Kabupaten Pesisir
Selatan terhadap perbaikan fasilitas jalan?, Penelitian ini menggunakan metode
penelitian yuridis sosiologis, sumber data terdiri dari data primer dan data
sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum
sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara
dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian 1) DPUTR berperan dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pengoptimalan sumber daya dan
koordinasi untuk menghasilkan infrastruktur jalan yang efisien, berkualitas, dan
berkelanjutan. 2) Kendala yang dihadapi meliputi izin kawasan hutan, proses
perizinan yang panjang, medan sulit, cuaca ekstrem, dan rendahnya kesadaran
masyarakat. 3) Upaya mencakup prioritisasi kebutuhan, optimalisasi dana,
koordinasi izin kawasan hutan, peningkatan manajemen dan SDM, pelibatan
masyarakat, serta kerja sama lintas sektor demi perbaikan jalan yang efektif dan
berkelanjutan.

Kata kunci: Peranan, Dinas PUTR, Kabupaten Pesisir Selatan
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Jalan merupakan komponen infrastruktur yang esensial dalam
menunjang kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, serta mobilitas masyarakat.
Tersedianya jaringan jalan yang layak dan memadai menjadi faktor krusial
dalam mendukung kelancaran pergerakan barang dan orang. Sebagai bagian
dari infrastruktur strategis, jalan memiliki peranan penting dalam memperkuat
pembangunan nasional, terutama dalam mendorong pemerataan antar wilayah,
memastikan distribusi hasil pembangunan yang merata, serta memperkuat
sistem pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, keberadaan
infrastruktur jalan yang baik memberikan kontribusi besar terhadap
peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.t

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Jalan, menyatakan jalan bahwa prasarana
transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termaksud bangunan
penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan
bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah,
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan

kabel”.

! Gledis Yassin and Dian Ekawaty Ismail and Lusiana Margareth Tijow, 2020, Penegakan
Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak(Miring), Jurnal Gorontalo Law Review,
Volume 3 No I, him. 124.



Komponen-komponen yang termasuk dalam definisi tersebut
mencakup badan jalan, bahu jalan, trotoar, median, hingga fasilitas tambahan
seperti jembatan, flyover, underpass, dan saluran drainase. Selain itu, elemen
pendukung seperti rambu lalu lintas, marka jalan, lampu penerangan, dan
pagar pengaman juga menjadi bagian integral dari infrastruktur jalan.
Keberadaan bangunan pelengkap dan perlengkapan ini bertujuan untuk
meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi transportasi. Namun,
pengertian ini secara eksplisit mengecualikan jenis-jenis jalur khusus seperti
jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel yang memiliki sistem operasional dan
struktur yang berbeda dari jalan umum. Dengan demikian, pemahaman yang
komprehensif terhadap konsep jalan ini sangat penting dalam perencanaan,
pembangunan, serta pemeliharaan infrastruktur  transportasi  yang
berkelanjutan.?

Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa
“Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada
pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel”.

Pada kenyataannya, perhatian pemerintah terhadap kondisi kerusakan
jalan masih tergolong minim. Hal ini terlihat dari banyaknya kerusakan jalan
yang dibiarkan tanpa perbaikan dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan

bisa mencapai berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Kondisi ini sangat

2 1bid.



berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda
motor, karena dapat menyebabkan kecelakaan, baik yang bersifat ringan
maupun yang berujung pada kematian. Kecelakaan lalu lintas sendiri
merupakan suatu peristiwa yang tidak direncanakan dan tidak disengaja, yang
terjadi di jalan dan melibatkan kendaraan bermotor maupun pengguna jalan
lainnya, serta dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil.
Sementara itu, jalan rusak dapat diartikan sebagai jalan yang mengalami
kerusakan serius seperti berlubang, bergelombang, atau secara umum tidak
lagi layak untuk digunakan secara aman dan nyaman.®

Sedangkan penguasaan jalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 Ayat (2) bahwa negara memberi wewenang kepada pemerintah pusat,
pemerintah  daerah, dan pemerintah desa untuk  melaksanakan
penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan
keberlansungan pelayanan jalan dalam kesatuan sistem jaringan jalan.

Terdapat ketentuan pidana yang dikenakan kepada penyelenggara jalan
apabila tidak melaksanakan kewajibannya dalam menangani kerusakan jalan
sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa
penyelenggara jalan yang tidak segera dan secara layak memperbaiki jalan
rusak hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban

luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dapat dikenai sanksi pidana berupa

3 Renggi Surya Dinata, Skripsi Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten pesawaran Dalam Memperbaiki Jalan Rusak Perspektif Fikih Siyasah (Studi di Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran), Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Raden intan, Lampung, him. 3.



kurungan paling lama enam bulan atau denda maksimal sebesar
Rp12.000.000,00.

Apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan korban luka berat,
sanksinya meningkat menjadi pidana kurungan maksimal satu tahun atau
denda hingga Rp24.000.000,00. Dalam hal korban meninggal dunia,
penyelenggara dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau
denda maksimal sebesar Rp120.000.000,00. Selain itu, apabila penyelenggara
jalan tidak memasang tanda peringatan atau rambu pada jalan yang mengalami
kerusakan dan belum diperbaiki, maka dapat dikenai hukuman pidana berupa
kurungan maksimal enam bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, penyelenggaraan jalan harus dilakukan
secara berkelanjutan, terpadu, dan menjamin aksesibilitas serta konektivitas
antar wilayah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah daerah
memiliki kewenangan dalam menangani jalan kabupaten dan desa yang berada
dalam wilayah administrasinya, termasuk tanggung jawab dalam
perbaikannya. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan sebagaimana telah
diatur dalam peratura perundang-undangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang (PU/TR) Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peran strategis dalam
penyelenggaraan infrastruktur jalan, mulai dari perencanaan, pembangunan,
hingga pemeliharaan.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, memiliki topografi berbukit dengan

ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut.



Wilayah ini juga dilalui olen 18 sungai dan memiliki 57 pulau. Kondisi
geografis yang beragam, mulai dari daerah pantai hingga perbukitan, menjadi
tantangan tersendiri dalam pemeliharaan jalan. Selain itu, faktor alam seperti
curah hujan tinggi dan fluktuasi suhu turut memperburuk kondisi jalan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pesisir Selatan, lebih
dari separuh jalan kabupaten dilaporkan dalam kondisi rusak berat. Dari total
panjang jalan kabupaten sekitar 2.333,18 km, sekitar 937,75 km dalam kondisi
rusak berat, dan 365,97 km rusak sedang, sehingga total jalan yang mengalami
kerusakan mencapai 1.303,72 km atau sekitar 55,87% dari keseluruhan
panjang jalan*. Banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan karena faktor
alam maupun intensitas penggunaan menuntut respon cepat dari Dinas PU/PR
agar mobilitas masyarakat tidak terganggu. Oleh karena itu, penting untuk
mengevaluasi sejauh mana peran aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya sesuai kerangka hukum
yang berlaku, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas infrastruktur
jalan di daerah tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun
2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
menyatakan bahwa secara eksplisit mengenai fasilitas jalan yang mana secara
definitif fasilitas jalan yang dimaksud prasarana jalan adalah sistem jaringan
prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) huruf a yaitu, yang

meliputi sistem jaringan transportasi seperti jaringan jalan, terminal

4 Redaksi Sumbar, 2024, Berpotensi Rugikan Perekonomian Daerah, Jalan Rusak di
Pesisir Selatan Mencapai Ribuan Kilometer, https://sumbar.kabardaerah.com/2024/06/berpotensi-
rugikan-perekonomian-daerah-jalan-rusak-di-pesisir-selatan-mencapai-ribuan-kilometer/?utm_ sou
rce=chatgpt.com, Diakses pada 11 Mei 2025.
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https://sumbar.kabardaerah.com/2024/06/berpotensi-rugikan-perekonomian-daerah-jalan-rusak-di-pesisir-selatan-mencapai-ribuan-kilometer/?utm_%20sou%20rce=chatgpt.com

penumpang, terminal kereta serta dalam Pasal 14 menyatakan bahwa jaringan

jalan meliputi jaringan jalan nasional yang ada di wilayah daerah kabupaten,

jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah daerah dan jaringan jalan yang
menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian
dengan judul “PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG TERHADAP PERBAIKAN KERUSAKAN JALAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA RUANG
WILAYAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di
Kabupaten Pesisir Selatan?

2. Apa saja Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di
Kabupaten Pesisir Selatan?

3. Apa saja Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di
Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di

Kabupaten Pesisir Selatan?



2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan
kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan?

3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan
jalan di Kabupaten Pesisir Selatan?

D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis
sosiologis. Yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang
bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan
terjun langsung ke lapangan.®

2. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari dua:

a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti
langsung dari sumber pertama, guna mendapatkan data yang
berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
Data primer didapatkan melalui wawancara Kepala Bidang Bina
Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir
Selatan mengenai perbaikan kerusakan jalan.

b. Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer

yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

5 Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia
Press, Jakarta, him. 51.



1. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang Dbersifat
mengikat, meliputi:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1
Tahun 2020 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pesisir Selatan.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber hukum yang memberikan
penjelasan  tentang bahan  hukum  primer, sehingga
memungkinkan dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih
dalam, yakni terdiri dari penjelasan mengenai aturan undang-
undang yang dijadikan sebagai sumber hukum primer, buku-
buku yang relevan dengan topik penelitian, temuan-temuan
penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian, termasuk

artikel atau jurnal yang membahas permasalahan terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

a.

Studi dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum
dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum seperti
buku-buku, dokumen-dokumen dan melakukan penafsiran jika

pendekatan perundang-undangan, yang berkaitan dengan masalah



yang akan diteliti, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil
analisis tersebut. Selanjutnya bahan hukum dicatat secara sistematis
dan konsisten, sehingga bahan hukum yang diperoleh dapat ditulis
dengan penatalaksaananya secara Kkritis, logis dan sistematis,
sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu
permasalahan.®
b. Wawancara
Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung
atau peneliti dengan responden atau narasumber atau informan atau
mendapatkan informasi.” Dalam penelitian ini penulis menggunakan
wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar
pertanyaan, dimana pertanyaan diarahkan untuk menggali topik yang
telah ditetapkan dan dimungkinkan timbul pertanyaan-pertanyaan
baru yang menyertainya. Wawancara dilakukan dengan Kepala
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Pesisir selatan Ibu Fahresi Ekas Siska.
4. Analisa Data
Data primer dan data sekunder yang telah berhasil dikumpulkan
Penulis akan menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini
dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini
digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang

dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara,

® Ibid. him. 37.

" Djulaeka Dan Devi Rahayu, 2019, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scopindo
Media Pustaka, Surabaya, him. 90.
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data studi dokumen (kepustakaan) yakni perundang-undangan dan

literatur  yang berkaitan dengan permasalahan penelitia






